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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana aturan hukum hak atas
tanah melalui pewarisan menurut Burgerlijk
Wetboek dan bambatan-hambatan apa yang
muncul dalam penerapan hukum hak atas
tanah melalui pewarisan menurut Burgerlijk
Wetboek. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Aturan hukum hak atas tanah melalui
pewarisan, mengacu pada aturan Pasal 831
Burgerlijk Wetboek yang kemudian dijabarkan
pada 894 Burgerlijk Wetboek bahwa, data yang
dimaksud dengan beberapa orang antara mana
yang satu adalah menjadi waris yang lain,
adalah misalnya: antara ayah dengan anak-
anak. Kalau ayah mati maka anak-anak adalah
ahli warisnya dan demikian pula sebaliknya,
kalau anak meninggal dengan tidak
meninggalkan isteri dan keturunan, maka ayah
adalah ahli waris anaknya. 2. Hambatan-
hambatan yang muncul dalam penerapan
hukum hak atas tanah melalui pewarisan
menurut Burgerlijk Wetboek, karena didasari
kekurang pahaman masyarakat terhadap
aturan hukum vyang berlaku, sehingga
dimanfaatkan  oleh  pihak lain  untuk
mengajukan gugatan dengan dasar bahwa
merekalah seharusnya pemilik yang sah.
Sebenarnya secara  hukum, hak milik
merupakan hak yang paling sempurna atas
suatu benda. Undang-undang menjamin hak
seorang anak sejak ia masih berada dalam
kandungan, hal ini menunjukkan bahwa hukum
telah memandang bayi di dalam kandungan
sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak
keperdataan.

Kata kunci: Penerapan hokum, ha katas tanah,
pewarisan.
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Saat ini masalah warisan, telah menjadi
sebuah permasalahan dalam masyarakat
Indonesia yang sangat beragam saat ini.
Sebagai masyarakat ilmiah tentunya kita akan
berpegang teguh pada aturan maupun
ketentuan hukum mengenai pewarisan seperti
ketentuan Hukum Perdata (B.W.) khususnya
menyangkut Hukum Waris. Menurut
Abdulkadir M, Hukum Perdata merupakan
segala aturan hukum yang mengatur hubungan
hukum antara orang satu dengan orang yang
lain dalam hidup bermasyarakat.?

Munculnya permasalahan-
permasalahan dalam hal warisan menyadarkan
kita akan betapa pentingnya keberadaan
Hukum Waris tersebut bagi masyarakat, untuk
pengelolaan dan pengaturan warisan dalam
kehidupan masyarakat saat ini. Bila kita lihat
Hukum Waris pada intinya adalah sebuah
aturan yang mengatur perpindahan kekayaan
orang yang meninggal kepada satu atau
beberapa orang lain yang berhak terhadap
suatu warisan yang ditinggalkan.”

Intinya adalah peraturan yang mengatur
akibat-akibat  hukum  dari  perpindahan
kekayaan si pewaris dan akibat hukum
perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik
dalam hubungan antara sesama ahli waris
maupun antara mereka dengan pihak ketiga
atau pihak lainnya, menurut Effendi Perangin:
Hal ini merupakan sebuah konsekuensi saat
seorang pewaris meninggal pernyataan
kehendak si pewaris mengenai apa yang
dikehendaki agar terjadi dunia biasanya ia
meninggalkan sebuah Testamen atau wasiat
yaitu suatu dengan hartanya sesudah ia
meninggal dunia. Bagi pewaris mereka memiliki
hak untuk menerima maupun melakukan
penolakan terhadap warisan yang akan
diterima. Penolakan maupun penerimaan,
terhadap warisan yang akan diterima akan lebih
baik lagi bila dilakukan menurut aturan hukum.’

Demikian juga terhadap adanya perkawinan,
memiliki konsekuensi akan munculnya hak
waris dari para keturunannya. Warisan
merupakan konsekuensi logis dari suatu
kehidupan termasuk didalamnya karena adanya

® Abdulkadir M. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya
Bakti. Bandung. 2014. hal. 2

* Ibid. hal. 5

> Effendi Perangin, Hukum Waris, ed-6, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2008, hal. 56.
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perkawinan. Warisan selalu ada dalam proses
hidup bermasyarakat, untuk itu penataan
hukum terhadap berbagai hal mengenai
warisan sangatlah penting untuk diperhatikan.

Hukum Warislah yang akan mengatur dan
menata berbagai aspek yang penting mengenai
pewarisan suatu harta kekayaan pada
masyarakat. Hukum Waris pada intinya
merupakan peraturan yang mengatur tentang
perpindahan  kekayaan seseorang yang
meninggal dunia kepada satu atau beberapa
orang lain. Intinya adalah peraturan yang
mengatur akibat-akibat hukum dari kematian
seseorang terhadap harta kekayaan yang
berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris
dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi
para ahli waris, baik dalam hubungan antara
sesama ahli waris maupun antara mereka
dengan pihak ketiga.®

Pewaris merupakan orang yang
meninggalkan dunia dengan meninggalkan
harta kekayaan. Sedang ahli waris vyaitu
mereka-mereka yang menggantikan kedudukan
si pewaris dalam bidang Hukum Kekayaan,
karena meninggalnya pewaris. Sedangkan
warisanya itu kekayaan yang berupa sejumlah
aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah
kepada para ahli warisnya.’

Bila dilihat aktiva dan pasiva yang menjadi
milik bersama beberapa orang ahli waris
disebut boedel. Pewaris dapat terjadi karena

ditunjuk oleh undang-undang - disebut
pewarisan ab-intestato dan para ahli warisnya
disebut ahli waris ab-intestaat - atau

berdasarkan kehendak si pewaris atau
testamen - disebut pewarisan ad-testamento
dan para ahli warisnya disebut ahli waris
testamentair.t
Sebelumnya dinyatakan bahwa Hukum
Waris merupakan peraturan-peraturan yang
mengatur perpindahan kekayaan seseorang
yang meninggal dunia kepada para ahli
warisnya. Batasan tersebut mencanangkan
suatu asas dalam Hukum Waris, bahwa yang
berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan
si pewaris.9
Demikian juga terhadap perolehan hak atas
tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari

®/bid. hal. 65
7Ibid. hal. 50
81bid, hal. 60.
%Ibid. hal. 42
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pemilik, kepada ahli waris sesuai dengan Pasal
26 UUPA (UUPA). Pewarisan dapat terjadi
karena ketentuan undang-undang ataupun
karena wasiat dari orang vyang telah
mewasiatkan. Menurut Pasal 1023 Burgerlijk
Wetboek, para ahli waris menerima hak
terdahulu untuk pendaftaran boedel ataupun
menolak warisan tersebut.

Jatuhnya tanah kepada para ahli waris,
terjadilah pemilikan bersama tanah hak milik
jika tanah tersebut hanya satu-satunya. Akan
tetapi, jika pewaris memiliki tanah tersebut
sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah
dibuatkan surat wasiat, maka tanah dimaksud
telah menjadi milik masing-masing ahli waris.
Untuk memperoleh kekuatan pembuktian
tanah dari hasil pewarisan, maka surat
keterangan waris sangat diperlukan di samping
sebagai dasar untuk pendaftaran tanahnya.
Namun, sampai saat ini, untuk memperoleh
surat keterangan waris, hukum yang berlaku
bagi WNI masih berbeda-beda, hal ini tentunya
akan memunculkan masalah tersendiri bagi
para ahli waris. Di samping itu permasalahan
lainnya seperti munculnya gugatan pihak lain
yang mengklaim bahwa dialah yang memiliki
hak terhadap tanah hak milik tersebut
sedangkan pewaris dianggap tidak berhak
terhadap tanah hak milik yang diwariskan
tersebut.  Uraian  sebelumnya  memberi
gambaran bahwa hal ini menjadi menarik untuk
dikaji secara ilmiah, terutama menyangkut
aturan-aturan hukum vyang menjadi dasar
pijakan terhadap hak atas tanah hak milik
melalui pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek
untuk dituangkan dalam bentuk karya ilmiah
yaitu skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum hak atas
tanah melalui pewarisan menurut
Burgerlijk Wetboek?

2. Hambatan-hambatan apakah yang muncul
dalam penerapan hukum hak atas tanah
melalui pewarisan menurut Burgerlijk
Wetboek ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif. Pada penelitian ini, hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
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peraturan perundang- undangan ke bahan
hukum yang digolongkan sebagai data premier,
sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum yang
menjadi bahan hukum primer adalah Burgerlijk
Wetboek, serta peraturan-peraturan yang
berlaku. Bahan sekunder vyang digunakan
adalah berupa beberapa literatur tentang hak-
hak atas tanah menurut pewarisan dan
berbagai literature lainya sebagai referensi.
Sedangkan bahan hukum tersier yaitu kamus
umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN
A. Aturan Hukum Hak Atas Tanah Melalui
Pewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek
Asas Hukum Waris Mengenai Diri Ahli
Waris. Asas yang terdapat dalam Pasal 836 dan
Pasal 899 : Asas pokok berikutnya dimuat
dalam Pasal 836 dan 899 BW. Menurut Pasal
tersebut orang yang bertindak sebagai ahli
waris, harus ada (sudah Ilahir) pada saat
terbukanya warisan. Asas tersebut selanjutnya
harus ditafsirkan bahwa orang yang akan
mewaris selain daripada ia telah ada (telah
lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup)
pada saat matinya pewaris. Karenanya saat
kematian dan kelahiran seseorang sangat
penting dan dapat bersifat sangat menentukan.
Di samping itu saat meninggalnya
pewaris mempunyai pengaruh yang penting
sekali berhubung dengan adanya ketentuan
(Pasal 1083), bahwa tiap ahli waris, setelah
diadakan pembagian dan pemecahan warisan
dianggap menerima langsung pada saat pewaris
mati. Jadi di sini ada dikenal tindakan hukum
yang berlaku surut (terugwerkende kracht).
Ketentuan yang demikian itu berlaku pula bagi
pembeli barang warisan menurut Pasal 1076
Burgerlijk Wetboek.

Adanya kemungkinan bahwa orang ragu-
ragu akan saat tepatnya kematian seseorang,
bahkan saat kematian beberapa orang yang
mestinya saling mewaris, maka pembuat
undang-undang demi kepastian  hukum
mencantumkan Pasal 831 Burgerlijk Wetboek.
yang isinya : “apabila beberapa orang, antara
mana yang satu adalah menjadi waris yang lain,
karena satu malapetaka yang sama, atau pada
suatu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak
dapat diketahui, siapakah kiranya yang mati
terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka
telah meninggal dunia pada detik saat yang

sama dan berpindahan warisan dari yang satu
kepada vyang lain tidaklah berlangsung
karenanya”.'

Ketentuan pewarisan testementair terdapat
pada Pasal 894 Burgerlijk Wetboek, data yang
dimaksud dengan “beberapa orang antara
mana yang satu adalah menjadi waris yang
lain”, adalah misalnya : antara ayah dengan
anak-anak. Kalau ayah mati maka anak-anak
adalah ahli warisnya dan demikian pula
sebaliknya, kalau anak meninggal dengan tidak
meninggalkan isteri dan keturunan, maka ayah
adalah ahli waris anaknya. Suami isteri adalah
juga termasuk kelompok tersebut di atas;
dalam keadaan tertentu bisa juga terjadi antara
dua orang saudara.

Pasal 831 Burgerlijk Wetboek merupakan
penjabaran lebih lanjut dari asas vyang
tersimpul dalam Pasal 836 Burgerlijk Wetboek.
Para sarjana berpendapat bahwa ketentuan
Pasal 831 Burgerlijk Wetboek dapat diperluas
penggunaannya sehingga meliputi peristiwa-
peristiwa lain di mana terdapat keragu-raguan
siapa di antara 2 orang yang meninggal lebih
dahulu.

Terhadap asas ini terdapat perkecualian
juga. Perkecualian tersebut diadakan
sehubungan dengan adanya ketentuan dari
Pasal 2 Burgerlijk Wetboek yang menetapkan :
“anak yang ada dalam kandungan seorang
perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan,
bilamana juga  kepentingan si  anak
menghendakinya”. Jadi seorang anak yang ada
dalam kandungan, walaupun ia belum lahir —
jadi belum “ada” — dapat mewaris dari pewaris,
karena dalam hal demikian hukum membuat
fictie seakan-akan anak tersebut sudah
dilahirkan. Pasal 2 Burgerlijk Wetboek tersebut
diulangi lagi (ditegakkan kembali) dalam Pasal
836 Burgerlijk Wetboek suatu penegasan yang
menurut para sarjana sebenarnya tidak perlu.'!

Kelahiran seorang anak merupakan sebuah
peristiwa hukum yang menimbulkan banyak
akibat hukum, antara lain dari peristiwa
kelahiran dapat menimbulkan hubungan waris,
hubungan keluarga, hubungan perwalian dan
hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan

Opi Afandi, “Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum
Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 34.

. Satrio, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990, hal. 27.
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dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia
dengan segala status dan kedudukannya di
mata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran
anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris
yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam
pewarisan. Menurut hukum keluarga, kelahiran
seorang anak akan menjadi awal dari timbulnya
hak dan kewajiban alimentasi orangtua kepada
anaknya. Sedangkan dalam hal perwalian, akan
timbul hak dan kewajiban pada saat orang tua
si anak tidak sanggup memikul tanggung-
jawab terhadap anaknya.

B. Hambatan-hambatan Dalam Penerapan
Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan
Menurut Burgerlijk Wetboek
Penerapan hukum hak atas tanah melalui

pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek perlu
dicermati dengan baik. Hal ini karena
penerapan hukum hak atas tanah memiliki
konsekuensi adanya pemilikan terhadap hak
atas tanah yang diiwariskan oleh pewaris
kepada ahli waris melalui mekanisme hukum
yang benar. Di sisi lain hambatan-hambatan
dalam penerapan hukum hak atas tanah, timbul
karena  kekurang pahaman  masyarakat
terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga
dimanfaatkan oleh  pihak lain  untuk
mengajukan gugatan dengan dasar bahwa
merekalah seharusnya pemilik yang sah.

Sebenarnya secara hukum, hak milik adalah
hak yang paling sempurna atas suatu benda.
Hal tersebut ditegaskan oleh R. Subekti,
bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum
Perdata, yaitu bahwa eigendom (hak milik)
adalah hak yang paling sempurna atas suatu
benda. Orang yang mempunyai hak milik
atas suatu benda dapat berbuat apa saja
dengan benda itu (menjual, menggadaikan,
memberikan, bahkan merusak), asal saja ia
tidak melanggar undang-undang atau hak
orang lain."

Hal ini juga diatur melalui Pasal 1471
Burgerlijk Wetboek, yang mengatur mengenai
jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah
sama dengan jual beli pada umumnya), yang
secara implisit mempersyaratkan bahwa
penjual haruslah pemilik dari barang yang
dijual, artinya: Jual beli atas barang orang lain
adalah batal dan dapat memberikan dasar

12Subekti,Pokok-Pokok Hukum  Perdata, Cet. XXX,
Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 14.
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kepada pembeli untuk menuntut penggantian
biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak
mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang
lain. Dalam hal ini, apabila tanah tersebut dijual
setelah menjadi tanah warisan, maka yang
memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah
para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832
ayat (1) Burgerlijk Wetboek):

Pasal 833 ayat (1) Para ahli waris, dengan
sendirinya karena hukum, mendapat hak milik
atas semua barang, semua hak dan semua
piutang orang yang meninggal. Pasal 832 ayat
(1) Menurut undang-undang, yang berhak
menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik
yang sah menurut undang-undang maupun
yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri
yang hidup terlama, menurut peraturan-
peraturan berikut ini. Oleh karena itu,
seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui
oleh semua ahli waris sebagai pihak yang
mendapatkan hak milik atas tanah tersebut
akibat pewarisan. Irma Devita Purnamasari,
dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas,
Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum
Waris (hal.176-177), sebagaimana kami sarikan,
mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau
misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai
agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang
lain  harus  hadir untuk  memberikan
persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris
tidak bisa hadir di hadapan Notaris pembuat
akta tersebut (karena berada di luar kota),
maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat
Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir
notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan
dalam bentuk akta notaris."

Didalam hal jual beli tanah tersebut tidak
ada persetujuan dari para ahli waris, maka
tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak
berhak untuk menjualnya (karena vyang
sekarang memegang hak milik atas tanah
tersebut yaitu para ahli waris). Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 1471 Burgelijk Wetboek di
atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya
jual beli tersebut, maka jual beli tersebut
dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing
pihak dikembalikan ke keadaannya semula
sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut,

|rma Devita Purnamasari,“Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan
Bijak Memahami Masalah Hukum Wari”s, hal. 176-177.
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yang mana hak milik atas tanah tetap berada
pada ahli waris."

Selain itu, jual beli tanpa menyertakan
sertifikat tanah juga bertentangan dengan
persyaratan dalam proses jual beli tanah. Para
ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena
tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan
dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata
atas dasar perbuatan melawan hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk
Wetboek, yang berbunyi:“Tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Hak atas tanah adalah hak yang memberi
kewenangan kepada seseorang yang
mempunyai hak untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak
atas tanah berbeda dengan hak penguasaan
atas tanah. Hak-hak atas tanah yang dimaksud
diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), yaitu antara lain :*®
Hak milik.

Hak guna usaha.

Hak guna bangunan.

Hak pakai.

Hak sewa.

Hak membuka tanah.

Hak memungut hasil hutan.

Hak - hak lain yang tidak termasuk dalam
hak - hak tersebut di atas yang ditetapkan
dalam undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 53, yaitu :

a. Hak gadai.

b. Hak usaha bagi hasil.

c. Hak menumpang.

d. Hak sewa tanah pertanian.

Peralihan  hak atas tanah  adalah
berpindahnya hak atas tanah dari pemegang
hak yang lama kepada pemegang hak yang
baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah,
yaitu beralih  dan  dialihkan. Beralih

N kBN R

¥ Hukumonline. 2013. Akibat Hukum Jual Beli Tanah

Warisan Tanpa Persetujuan Ahli
Waris.http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It50db
bb8cb848d/akibat-hukum-jual-beli-tanah-warisan-tanpa-
persetujuan-ahli-waris. Diakses 8 Juni 2016.

> Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan
Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jambatan, Jakarta,
2000, hal 78.

menunjukkan berpindahnya hak atas tanah
tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan
oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan.
Sedangkan dialihkan menunjuk pada
berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan
hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya
melalui jual beli.

Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak
atas tanah didasarkan pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum

Perdata(Burgerlijk Wetboek).
2. Overschrijvings Ordonantie Staatsblad
1834 Nomor 27.

3. Hukum adat.

Setelah berlakunya UUPA, maka peralihan
hak atas tanah didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961)
sebagaimana telah diubah/disempurnakan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24
Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24
Tahun 1997 disebutkan bahwa, ”Pemindahan
hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”. Pewarisan merupakan suatu
tindakan pemindahan hak milik atas benda dari
seseorang yang telah meninggal dunia kepada
orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk
pengadilan sebagai ahli waris.™®

Menurut Pasal 20 PP No. 10 Tahun 1961,
menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai
hak atas tanah meninggal dunia, maka yang
menerima tanah itu sebagai warisan wajib
meminta pendaftaran peralihan hak tersebut
dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
meninggalnya orang itu. Setelah berlakunya PP
No. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai
kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik
atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal
36 PP No. 24 Tahun 1997.

Didalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997
dinyatakan bahwa :

'® Anastasia Sihombing. 2015. Peralihan Hak Atas Tanah.
http://anastasiasihombing.blogspot.co.id/2015/03/peralih
an-hak-atas-tanah.html. Diakses 8 Juni 2016.
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(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah
dilakukan apabila terjadi perubahan pada
data fisik atau data vyuridis obyek
pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib
mendaftarkan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor
Pertanahan.

Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam
rangka memberi perlindungan hukum kepada
ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha
pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan
dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan
yang sesungguhnya. UUPA dan PP No. 24 Tahun
1997 menegaskan 2 (dua) kewajiban pokok,
yaitu :*’

1. Kewajiban bagi pemerintah  untuk
melakukan pendaftaran tanah (Pasal 19
ayat (2) UUPA) yang meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan dan

pembukuan.

b. Pendaftaran hak atas tanah dan
peralihan haknya.

c. Pembuatan surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat.

2. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah
untuk mendaftarkan hak atas tanahnya,
demikian pula peralihan hak atas tanah
yang dipegang. Adapun peralihan hak atas
tanah yang wajib didaftarkan tersebut
adalah hak milik (Pasal 23 UUPA), hak guna
usaha (Pasal 32 UUPA), hak guna
bangunan (Pasal 38 UUPA).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka
setiap terjadi perubahan data, baik mengenai
haknya ataupun mengenai tanahnya, harus
dilaporkan kepada Kantor Pertanahan untuk
dicatat. Inilah yang menjadi kewajiban si ahli
waris yang akan menjadi pemegang hak atas
tanah untuk mendaftarkan peralihan hak atas
tanahnya.

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah
suatu perbuatan hukum yang mana pihak
penjual menyerahkan tanah yang dijualnya
kepada pihak pembeli untuk selama - lamanya
pada waktu pihak pembeli membayar harga
tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun
harga yang dibayarkan baru sebagian. Dengan
demikian, sejak saat itulah hak atas tanah telah

7 Adrian Sutedi, Loc.Cit, hal. 40.
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beralih dari pihak penjual kepada pihak
pembeli, artinya pihak pembeli telah
mendapatkan hak milik atas tanah sejak saat
terjadinya jual beli tanah. Untuk menjamin
tidak adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan jual beli tanah, maka jual beli
tanah harus dilakukan di muka Kepala Adat

(Kepala Desa), dan masyarakat harus turut

mengakui keabsahannya.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 1457, 1458
dan 1459  Burgerlijk ~ Wetboek, dapat
dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu
perjanjian dimana satu pihak mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak
lainnya untuk membayar harga yang telah
ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah
mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap
telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan
dan harga belum dibayar. Akan tetapi,
walaupun jual beli tersebut dianggap telah
terjadi, namun hak atas tanah belum beralih
kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah
beralih dari pihak penjual kepada pihak
pembeli, maka masih diperlukan suatu
perbuatan  hukum lain, vyaitu berupa
penyerahan yuridis (balik nama). Penyerahan
yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk
mengukuhkan hak - hak si pembeli sebagai
pemilik tanah yang baru.

Menurut  Pasal 1666  Burgerlijk
Wetboek, hibah adalah suatu perjanjian dengan
mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan
cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu barang guna
keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu.

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan
hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima
hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh
undang-undang dianggap tidak cakap untuk
melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-
syarat sahnya pemberian hibah, antara lain :*®
1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap

melakukan tindakan hukum.

2.  Pemberi hibah memiliki harta atau barang
yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan
harta atau barang yang akan ada di masa
mendatang.

®1bid, hal. 90.
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3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan
merupakan suami-istri dalam  suatu
perkawinan.

4. Penerima hibah harus sudah ada pada saat
penghibahan terjadi.

Peralihan hak atas tanah karena hibah
tidak serta - merta terjadi pada saat tanah
diserahkan oleh pemberi hibah kepada
penerima hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP No.
24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak
atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 1684 Burgerlijk Wetboek dinyatakan
bahwa penghibahan-penghibahan yang
diberikan kepada seorang perempuan yang
bersuami, barang yang dihibahkan tersebut
tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 Burgerlijk
Wetboek ditetapkan bahwa penghibahan
kepada orang-orang yang belum dewasa yang
masih berada di bawah kekuasaan orangtua,
barang vyang dihibahkan tersebut harus
diterima oleh orangtua yang menguasai
penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan
penghibahan kepada orang - orang di bawah
perwalian dan pengampuan, barang yang
dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali
atau pengampu dengan diberi kuasa oleh
Pengadilan Negeri.”

Menurut Pasal 1672 Burgerlijk Wetboek,
pemberi hibah berhak mengambil kembali
barang yang telah dihibahkan apabila penerima
hibah dan keturunan-keturunannya meninggal
lebih dulu daripada si pemberi hibah, dengan
ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang
disepakati oleh kedua belah pihak. Lelang
adalah setiap penjualan barang di muka umum
dengan cara penawaran harga secara lisan
dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli. Berdasarkan
sifatnya, lelang dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu lelang eksekutorial dan lelang non-
eksekutorial. Lelang eksekutorial yaitu lelang
dalam rangka putusan pengadilan yang
berkaitan dengan hak tanggungan, sita pajak,
sita yang dilakukan oleh Kejaksaan atau
Penyidik dan sita yang dilakukan oleh Panitia
Urusan  Piutang Negara. Lelang non-
eksekutorial yaitu lelang terhadap barang yang
dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah

9 salim HS, Loc.Cit, hal. 56.

pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan lelang terhadap hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun yang
dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau
badan hukum.”

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Aturan hukum hak atas tanah melalui
pewarisan, mengacu pada aturan Pasal
831 Burgerlijk Wetboek yang kemudian
dijabarkan pada 894 Burgerlijk Wetboek
bahwa, data yang dimaksud dengan
beberapa orang antara mana yang satu
adalah menjadi waris yang lain, adalah
misalnya: antara ayah dengan anak-
anak. Kalau ayah mati maka anak-anak
adalah ahli warisnya dan demikian pula
sebaliknya, kalau anak meninggal dengan
tidak meninggalkan isteri dan keturunan,
maka ayah adalah ahli waris anaknya.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam
penerapan hukum hak atas tanah melalui
pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek,
karena didasari kekurang pahaman
masyarakat terhadap aturan hukum yang
berlaku, sehingga dimanfaatkan oleh
pihak lain untuk mengajukan gugatan
dengan dasar bahwa  merekalah
seharusnya pemilik yang sah. Sebenarnya
secara hukum, hak milik merupakan hak
yang paling sempurna atas suatu benda.
Undang-undang menjamin hak seorang
anak sejak ia masih berada dalam
kandungan, hal ini menunjukkan bahwa
hukum telah memandang bayi di dalam
kandungan sebagai subyek hukum yang
memiliki hak-hak keperdataan.

B. Saran
1. Sebaiknya pihak pewaris maupun ahli
warisnya hak atas tanah hak milik,
memahami bahwa secara hukum hak
milik adalah hak yang paling sempurna
atas suatu benda, sehingga pewaris yang
sah dan atau orang yang mempunyai hak

2\da Novianti, Lelang Barang Jaminan Berdasarkan Parate
Eksekusi & Permasalahannya, Disampaikan Dalam
Seminar  “Pelaksanaan Parate Eksekusi (Eksekusi
Langsung) dan Permasalahannya Bagi Kreditur Pemegang
Jaminan Kredit, 22 Maret 2010 di Hotel Bumikarsa Bidara.
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milik terhadap suatu benda dapat
berbuat apa saja dengan benda itu
seperti menjual, menggadaikan,
memberikan, bahkan merusak benda
tersebut, asal saja ia tidak melanggar
undang-undang maupun hak orang lain.

2. Dalam hal jual beli tanah warisan, pihak
pembeli sebaiknya memastikan terlebih
dahulu bahwa penjual tanah adalah
pemilik tanah yang dijual, karena secara
hukum “jual beli atas barang orang lain
adalah batal dan dapat memberikan
dasar kepada pembeli untuk menuntut
penggantian biaya, kerugian dan bunga,
jika ia tidak mengetahui bahwa barang
itu kepunyaan orang lain (Pasal 1471
Burgerlijk Wetboek)”. Dan apabila tanah
tersebut dijual setelah menjadi tanah
warisan, maka yang memiliki hak milik
atas tanah tersebut adalah para abhli
waris.
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